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BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 

PROVINSI MALUKU 
 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT 
            NOMOR 12 TAHUN 2019 

 

T E N T A N G 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2018 
 

DENGN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat 

Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, 

Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4350); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47); 

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66) ; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4029); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Negara Republik Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 02 Tahun 2009 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat 

Tahun 2009 Nomor 89); 
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24. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0163); 

25. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 01 Tahun 2019 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Nomor 155, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Nomor 0157). 

 

 

MEMUTUSKAN :  

 

 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

 

Pasal 1 

 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas : 

 

1. Pendapatan 

 

a. Pendapatan Asli Daerah    Rp.    23.246.718.525,24    

b. Dana Perimbangan    Rp.  889.664.845.728,00    

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah   Rp.  133.675.149.121,94 

Jumlah Pendapatan     Rp. 1.046.586.713.375,18  
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2. Belanja 

 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai   Rp.  342.127.039.183,00 

2) Belanja Hibah   Rp.      7.984.494.050,00 

3) Belanja Bantuan Sosial   Rp.      2.723.441.128,00 

4) Belanja Bantuan Keuangan  Rp.  147.595.460.489,00 

5) Belanja Tidak Terduga   Rp.     2.624.077.000,00    

    

      Rp.   503.054.511.850,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai   Rp.   19.863.571.933,00   

2) Belanja Barang dan Jasa   Rp.  204.683.138.014,00 

3) Belanja Modal   Rp.  277.981.699.502,00    

Jumlah Belanja Langsung    Rp.    502.582.409.449,00     

Jumlah Belanja    Rp. 1.005.582.921.299,00   

Surplus / Defisit    Rp.      41.003.792.076,18  

    

3. Pembiayaan : 

 

a. Penerimaan   Rp.     20.924.054.546,74 

b. Pengeluaran   Rp.       2.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Neto    Rp.  18.924.054.546,74                           

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan   Rp.  59.927.846.622,92 
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Pasal 2 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan Bupati ini.   

 

 

Pasal 3 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci kedalam penjabaran 

laporan realisasi anggaran. 

 

 

Pasal 4 

 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Bupati ini. 

 

 

Pasal 5 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini 
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